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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 814/ 2520 / DISPUSTAKA/1.2025
TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan
Provinsi Sumsel dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel tentang
Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel
Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);




10.

11,

12,

13.

o

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
19);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjung Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
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. Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 845);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Nomor 2).




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth. :

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam
Diktum Kesatu digunakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi
Sumatera Selatan sebagai acuan kinerja dalam penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan
Provinsi Sumatera Selatan.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala
Dinas Perpustakaan sebelumnya tentang Indikator Kinerja
Utama Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2024-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 November 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN

' 3 \ MADYA/ IV.d
NIP. 96963281989082002

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).

2. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

3. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

4. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

2. Urusan Bidang : Perpustakaan

3. Tugas : Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi di bidang Perpustakaan

4, Fungsi

a Perumusan ketnjakan "I‘ekms di bidang Perpustakaan

b. Penyelenggaraan urusan pelayanan, perencanaan, ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan

c. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah

d. Penyelenggaraan, pengelolaan, pendayagunaan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam

e. Penyelenggaraan, pencetakan dan penerbitan karya ilmiah dan karya lainnya seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, literatur sekunder dan bahan pustaka lainnya
f Penyelenggaraan pengembangan koleksi melalui pengadaan bahan perpustakaan, hunting, hibah, transliterasi dan translasi

g Penyelenggaaraan penerimaan, pengolahan, deskripsi bibliografi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan data

h. Penyelenggaraan layanan perpustakaan melalui sistem otomasi perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

% Penyelenggaraan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan

§i Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan tenaga perpustakaan

k. Penyelenggaraan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pengkajian minat baca masyarakat, sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi pembudayaan kegemaran membaca
) Penyelenggaraan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alih media dan konservasi

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Definisi Operasional Rumus Penghitungan Sumber Data Penanggung Jawab |

(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7) (8}

1. |Meningkatnya 1.1  Indeks Pembangunan Indeks Indeks Pembangunan IPLM = [0.30 x Kepatuhan + 0.70 x Kinerja) Dinas Perpustakaan | Dinas Perpustakaan
Indeks Literasi Masyarakat Litersi Masyarakat (IPLM) |Dimensi sebagaimana terdiri atas: Provinsi Sumsel, Provinsi Sumatera
Pembangunan merupakan ukuran yang 1. Kepatuhan Perpustakaan Selatan
Literasi Masyarakat digunakan untuk 1.1. Koleksi (a. jumlah koleksi tercetak, b. jumlah koleksi elektronik, Nasional Republik

mengevaluasi upaya yang  |c. penambahan koleksi tercetak, d. penambahan koleksi elektronik, Indonesia,
dilakukan pemerintah e. komitmen anggaran pengembangan koleksi) Dinas Perpustakaan
daerah dalam membina dan |1.2. Tenaga perpustakaan. (a. pustakawan sesuai kualifikasi, b. tenaga |dan Kearsipan 17
mengembangkan teknis perpustakaan, c. tenaga perpustakaan yang mengikuti PKB, Kab/Kota
perpustakaan dalam d. komitmen pengembangan SDM)
pembangunan literasi 2, Kinerja
masyarakat dengan sumber |2.1. Layanan (a. koleksi tercetak yang dimanfaatkan, b. koleksi
daya vang memadai. elektronik vang dimanfaatkan, c. jumlah masyarakat yang mengikuti

kegiatan penguatan baca dan peningkatan literasi, d. jumlah masyarakat

yang memanfaatkan fasilitas sarana TIK, e. jumlah kegiatan penguatan

budaya baca dan literasi)

2.2, Pengelolaan (a. jumlah kolaborasi dan kerjasama perpustakaan,

b. jumlah variasi dan layanan yang tersedia, ¢, jumlah dokumen

kebijakan dan prosedur layanan, d. komitmen anggaran pengembangan

layanan dan pengelolaan)




i2

Nilai Tingkat
Kegemaran Membaca
Masyarakat

Nilai

Merupakan kajian yang
dirancang berdasarkan
kerangka kerja yang
mengintegrasikan berbagai
aspek penting guna
memahami dan
meningkatkan budaya
membaca yang nantinya

merumuskan kebijakan
pembangunan daerah dan
peningkatan minat baca
yvang bertujuan memenuhi
kebutuhan akan
ketersediaan data yang
akurat dan holistik tentang
tingkat kegemaran
membaca masyarakat.

Dimensi sebagaimana terdiri atas:

1. fase pra membaca

1.1 motivasi membaca (a. minat membaca intrinsik, b, tujuan membaca,
¢. keyakinan diri, d. motivasi ekstrinsik),

1.2 model akses dan kebiasaan membaca (a. ketersediaan bahan bacaan,
b. frekuensi membaca, ¢. durasi membaca, d. lingkungan yang
mendukung.)

1.3 pembelajaran sosial (a. keteladanan orang tua, b. pengarahan tokoh
publik, c. pengaruh teman sebaya, d. sosialisasi literasi),

1.4 konsep budaya literasi (a. nilai sosial terhadap membaca, b. norma
budaya membaca, c. partisipasi komunitas, d. akses ke media budaya.)
2. fase saat membaca

2.1 perilaku membaca ( a. fokus perhatian, b. strategi pemahaman,

c. interaksi dengan teks, d. pemantauan pemahaman.)

2.2 literasi sosial (a. diskusi teks, b. kolaborasi membaca, c. negosiasi
makna, d. praktik sosial konteksual.)

3. fase pascamembaca

3.1 dampak membaca (a. perkembangan kognitif, b, perkembangan
sosial, c¢. perkembangan emosional.)

3.2 nilai ekspentansi (a. ekspektasi kognitif, b. nilai tugas.)

Dinas Perpustakaan
Provinsi Sumsel,
Perpustakaan
Nasional Republik
Indonesia,

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan 17
Kab/Kota

Dinas Perpustakaan
Provinsi Sumatera
Selatan

November 2025




